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ABSTRAK

Penelitian dengan judul keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di
lembaga pemasyarakatan, permasalahan yang dibahas apakah seorang terpidana
yang berada di lembaga pemasyarakatan cakap menandatangani akta notaris dan
apakah akta notaris yang ditandatangi terpidana di dalam lembaga
pemasyarakatan sah menurut hokum. Penelitian dengan statute approach,
conseptual approach dan case approach. Diperoleh suatu kesimp;ulan bahwa
kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan
menandatangani akta notaris, bahwa terpidana yang menjalani pemidanaan di
lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani
atau menjadi akta di hadapan notaris. Terpidana berbeda dengan tersangka,
meskipun sama-sama tersangkut dalam perkara pidana. Terpidana menjalani
sanksi pidana setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 943 K/ Pdt/ 2012,
dinyatakan bahwa tersangka tidak cakap bertindak menurut hukum,
menandatangani atau menjadi saksi pembuatan akta di hadapan notaris.
Keabsahan akta notaris yang ditandatangi terpidana di dalam lembaga
pemasyarakatan, bahwa akta otentik yang ditandatangani penghadap, saksi dan
kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai terpidana dan
menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan tetap sah dan mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta otentik, selama penandatanganan akta di luar kantor
notaris tersebut tidak dilakukan oleh notaris secara berturut-turut dengan tetap
menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Apabila penandatanganan
yang demikian dilakukan secara berturut-turut, maka notaris dapat dikenakan
sanksi baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris.

Kata Kunci: keabsahan akta notaris, ditandatangani, terpidana di lembaga
pemasyarakatan.



ABSTRACT

Research into the validity of the title deed of the notary who signed inmates in
prisons, the issues discussed were whether a convicted person in a correctional
institution competent to sign a notary and notary deed is signed convicts in
correctional institutions authorized by law. Research by statute approach,
conseptual approach and case approach. Obtained a kesimp; ulan that the legal
capacity of a convict who are in prisons signed the notarial deed, that convicts
serving punishment in penitentiary capably acted within the law by signing or be
deed before a notary. In contrast to convict a suspect, although equally involved
in criminal cases. Convicted of criminal sanction after obtaining a court decision
which has permanent legal force. According to the Supreme Court ruling No. 943
K/ Pdt/ 2012, stated that the defendant was not competent to act according to the
law, signed or become a witness in the presence of a notary deed. The validity of
the notarial deed signed by the convict in a correctional institution, that the
authentic act signed penghadap, witnesses and a notary, when one penghadap or
witness as a convict and a sentence in a correctional institution remain valid and
have the force of evidence as authentic deeds, during the signing of the deed
outside the notary's office is not conducted by a notary in a row while running
positions outside the domicile. If signing is thus carried out in succession, the
notary can be sanctioned either in UUJN or the Notary Code.

Keywords: the validity of the notarial deed, signed, convicts in prisons.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga
pemasyarakatan menandatangani akta notaris, bahwa terpidana yang
menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam
hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris.
Terpidana berbeda dengan tersangka, meskipun sama-sama tersangkut
dalam perkara pidana. Terpidana menjalani sanksi pidana setelah
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menurut putusan Mahkamah Agung No. 943 K/ Pdt/ 2012, dinyatakan
bahwa tersangka tidak cakap bertindak menurut hukum, menandatangani
atau menjadi saksi pembuatan akta di hadapan notaris.

b. Keabsahan akta notaris yang ditandatangi terpidana di dalam lembaga
pemasyarakatan, bahwa akta otentik yang ditandatangani penghadap, saksi
dan kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai
terpidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan tetap sah dan
mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, selama
penandatanganan akta di luar kantor notaris tersebut tidak dilakukan oleh

notaris secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat
kedudukannya. Apabila penandatanganan yang demikian dilakukan secara
berturut-turut, maka notaris dapat dikenakan sanksi baik dalam UUJN maupun
dalam Kode Etik Notaris.
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2. Saran

a. Hendaknya mengenai kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di
lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris  tersebut
mendasarkan pada ketentuan pasal 1329 jo pasal 1330 KUH Perdata, karena
menyatakan orang tidak cakap bertindak menurut hukum, padahal telah
dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, dapat dikatakan mematikan
hak keperdataan, padahal tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan
kematian perdata.

b. Meskipun seorang terpidana yang menjalani hukuman di lembaga
pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani akta
notaris, namun hendaknya notaris tidak secara  berturut-turut
menandatangani akta di luar kantor, karena selain mempengaruhi otentiktas

akta juga menghindari sanksi bagi notaris yang bersangkutan.
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